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K
husus untuk di wilayah 
Provinsi Riau, saat ini 
sudah ada tambahan 
sebesar 275 MW, 
tetapi ke depan juga 

bisa menjadi sentra pengembangangan 
PLTGU dengan melihat sumber daya 
energi yang ada di Provinsi Riau,” kata 
Menteri Energi Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Arifin Tasrif saat meresmikan 
PLTGU Riau, pada Kamis (12/5).

Menurut Arifin, Indonesia masih 
memiliki potensi gas yang cukup 
banyak sekaligus menjadi komoditi 
energi yang penting, terutama dalam 
mendukung proses transisi energi. 
“Emisi yang dikeluarkan dari sumber 
energi fosil, antara lain batubara, emisi 
buangnya itu dua kali lipat dibanding-
kan dengan gas,” jelasnya.

Dengan beroperasinya PLTGU Riau, 
daya mampu sistem kelistrikan Su-
matera akan meningkat menjadi 7.266 
MW dengan beban puncak mencapai 
6.823 MW, sehingga cadangan sistem 
kelistrikan Sumatera menjadi 443 MW. 
PLTGU Riau sendiri dikembangkan 
oleh PT Medco Racth Power Riau, 
anak usaha patungan antara PT Medco 
Power Indonesia bersama RATCH 
Group Public Company Limited.

“Harus diupayakan, harus bisa men-
ciptakan demand-demand baru agar 
kita bisa memenuhi kapasitas nasional 
seoptimum mungkin. Sehingga utilisas-
inya bisa maksimum,” terang Arifin

Arifin juga menekankan pentingnya 
harga energi yang terjangkau, selain 
untuk kepentingan masyarakat, juga 
untuk kepentingan industri. “Dengan 
harga energi listrik yang kompetitif 
akan memberikan dorongan invetasi 
masuk ke dalam negeri, ini yang pen-
ting. Untuk itu, jangan lupakan untuk 
selalu meningkatkan efisiensi dalam 
pengoperasian pembangkit,” ujarnya.

Kapasitas listrik yang dihasilkan 
oleh PLTGU Riau ini dapat melistriki 
sekitar 360 ribu pelanggan Rumah 
Tangga dengan daya 900 VA. Tak 
hanya perkuat pasokan listrik, pem-
bangunan PLTGU ini juga disebut 
lebih ramah lingkungan karena meng-

hasilkan emisi yang lebih kecil.
Direktur Utama PT PLN (Persero) 

Darmawan Prasodjo menyatakan, pe-
ngoperasian pembangkit yang masuk 
dalam proyek 35 ribu MW ini menjadi 
bukti keberhasilan kolaborasi strategis 
antara PLN dengan produsen listrik 
swasta (Independent Power Producer/
IPP) dalam penyediaan listrik nasional.

“Ini merupakan hari bersejarah, di 
mana kita semua dalam proses tiga 
tahun ini telah bersama-sama dan 
berkolaborasi hingga pembangunan 
PLTGU telah berhasil dituntaskan dan 
kini bisa beroperasi,” ujarnya.

Darmawan mengatakan harga bahan 
bakar gas untuk pembangkit mengacu 
ketentuan pemerintah dipatok maksi-
mum US$ 6 sent per MMBTU. “PLTGU 
Riau 275 MW ini jadi capaian kita ber-
sama. Di tengah tantangan kenaikan 
harga gas internasional yang sudah 
sampai US$ 30, sementara di dalam 
negeri untuk operasional pembangkit 
hanya US$ 4 saja. Kemudian dengan 
berbagai inovasi, PLN bisa menekan Bi-
aya Pokok Penyediaan listrik jadi lebih 
murah hingga US$ 6 sen, dari rerata di 
subsistem Riau US$ 8 sen,” ujarnya.

Hadirnya PLGTU ini juga diharap-
kan dapat meningkatkan kesejahtera-
an masyarakat setempat serta menjadi 
titik awal untuk mengoptimalkan po-
tensi daerah.

“PLTGU ini beroperasi tentu listrik 

semakin andal dan berkualitas. Itu 
artinya PLN semakin siap menyambut 
masuknya investor dan siap meme-
nuhi peningkatan konsumsi listrik 
masyarakat ke depan,” terangnya.

Darmawan juga menyatakan kesiap-
an PLN untuk berkolaborasi dengan 
Pemerintah Provinsi Riau untuk men-
dukung kemajuan daerah. “Baik itu 
pembangunan kawasan ekonomi baru, 
industri baru, atau juga kawasan indus-
tri khusus yang ada dalam perencanaan 
Provinsi Riau,” tambah Darmawan.

Wakil Gubernur Riau Edy Natar 
Nasution menyambut baik beroperasi-
nya PLTGU Riau. Ia meyakini kebu-
tuhan listrik di daerahnya akan terus 
meningkat seiring pembangunan yang 
dilakukan di daerahnya.

“Pemerintah provinsi Riau memang 
memiliki target setiap tahunnya untuk 
membangun infrastruktur kelistrikan 
agar dapat menerangi desa di seluruh 
wilayah Privinsi Riau. Kami mengharap-
kan peremisn PLTGU ini dapat men-
jadi momen strategis bagi kita semua 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat,” terangnya.

Berdiri di atas lahan seluas 9,1 hektar, 
PLTGU Riau masuk dalam Proyek Stra-
tegis Nasional. Dengan investasi sekitar 
US$ 290 juta, Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) di proyek ini mencapai 
34% serta mampu membuka lapangan 
kerja bagi sekitar 2.072 tenaga kerja 
Indonesia dan 47 warga negara asing.

Pembangkit digarap oleh PT Medco 
Racth Power Riau, anak usaha patung-
an antara PT Medco Power Indonesia 
bersama RATCH Group Public Com-
pany Limited.

Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi 
Panigoro mengatakan PLTGU Riau 
adalah bagian dari komitmen perusa-
haan dalam menyediakan energi bersih 
dan ramah lingkungan. “Proyek ini juga 
sejalan dengan komitmen MedcoEnergi 
dalam mencapai emisi Net Zero untuk 
Scope 1 dan Scope 2 pada 2050 dan Scope 
3 pada 2060 serta mendukung program 
energi transisi Pemerintah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Presiden 
Direktur Medco Power Eka Satria 
menuturkan PLTGU Riau mengguna-
kan mesin combined cycle berbasis 
teknologi terkini. Pembangkit ini meng-

hasilkan listrik yang efisien, ramah 
lingkungan dan memenuhi standard 
Internasional untuk emisi gas buang 
dan managemen kualitas lingkungan. 

“Penyelesaian proyek PLTGU Riau 
menunjukkan komitmen Medco 
Power dalam mendukung program 
Pemerintah dalam mengembangkan 

infrastruktur mega-proyek kelistrikan, 
sekaligus mengembangkan portofo-
lio bisnis gas to power kami secara 
berkelanjutan,” tuturnya.

Arifin Tasrif

Oleh Rangga Prakoso

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) 
menyepakati kerja sama proyek gas bersih 
bio-metana bersama tiga perusahaan gas 
dari Jepang yakni Osaka Gas Co., Ltd. 
(Osaka Gas), JGC Holdings Corporation 
(JGC), dan Inpex Corporation (INPEX). 

Kesepakatan kerja sama ini dilakukan 
secara virtual dalam acara Asia Green 
Growth Partnership Ministerial Meeting 
(AGGPM 2022), belum lama ini. Per-
tamina diwakili oleh Direktur Strategi, 
Portofolio, dan Pengembangan Usaha, 
Iman Rachman, disaksikan oleh Menteri 
Ekonomi Perdagangan dan Industri 
Jepang, Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Indonesia, Deputy Per-
dana Menteri Energy Thailand, Menteri 
Industri dan “Advance Technology” Uni 
Emirate Arab, serta Menteri Industri dan 
Perdagangan Vietnam. 

Kerja sama ini menyepakati untuk 
melakukan studi kelayakan produksi 
bio-metana dari limbah pabrik kelapa 
sawit (POME) sebagai gas alam bersih 
dan potensinya menjadi gas alam cair 
(LNG) di Indonesia. 

Proyek ini merupakan bagian dari 
perwujudan Asia Energy Transition 
Initiative2 (AETI) yang diluncurkan 
Pemerintah Jepang pada tahun 2021 
lalu. Tujuannya mendorong pertum-
buhan ekonomi yang berkelanjutan 
sekaligus mendukung pencapaian net-
zero emission di kawasan Asia melalui 
transisi menuju energi bersih. 

Indonesia merupakan produsen dan 
pengekspor minyak sawit terbesar di dunia 
yang menyerap tiga juta tenaga kerja 

dan menghasilkan 4,5 persen dari PDB. 
Limbah pabrik kelapa sawit mengandung 
bahan organik yang menghasilkan emisi 
metana yang signifikan. Metana memiliki 
dampak pemanasan global 25 kali lebih 
besar dibandingkan dengan CO2. Proyek 
ini dimaksudkan sebagai usaha mengu-
rangi emisi gas rumah kaca dari limbah sa-
wit dengan mengubahnya menjadi biofuel 
sehingga akan berkontribusi pada pasokan 
energi bersih secara berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Pertamina dan 
mitra akan bersama-sama melakukan 
studi kelayakan proyek, termasuk kerja 
sama dalam penelitian dan pengembang-
an teknologi serta solusi yang berkaitan 
dengan produksi bio-metana dari sumber 
POME yang berlokasi di Sumatera dan 
Kalimantan. Nantinya, produksi bio-
metana akan disalurkan melalui jaringan 
gas yang dimiliki Pertamina sehingga 
bisa memenuhi permintaan gas alam 
yang terus meningkat dan sekaligus 
berkontribusi pada pengurangan emisi. 

Kerja sama ini juga akan mengkaji 
peluang memanfaatkan mekanisme 
kredit karbon dan skema sertifikasi bio-
metana untuk mengamankan netralitas 
karbon. Selain itu, kerja sama ini juga 
akan mengkaji peluang pemasaran bio-
metana atau bio-LNG dan bahan bakar 
bunker, termasuk ekspor bio-LNG ke 
Jepang dan juga negara lain.

Pjs Vice President Corporate Com-
munication Pertamina Heppy Wulansari 
mengatakan, Pertamina memposisikan 
kerja sama ini sebagai kelanjutan dari 
beberapa proyek pengembangan energi 

hijau yang telah dikembangkan perse-
roan selama ini. Kerja sama ini juga 
bagian dari upaya mendukung upaya 
pemerintah mengurangi emisi GRK 
sebesar 30 persen sebelum tahun 2030. 

“Selain mengembangkan Energi 
Baru dan Terbarukan (EBT), kerja 
sama ini akan membantu mengatasi 
tantangan lingkungan terutama dengan 
mengubah limbah kelapa sawit menjadi 
energi ramah lingkungan,” ujar Heppy. 

Dalam kerja sama ini, imbuh Heppy, 
Pertamina akan menyediakan beberapa 
fasilitas dan lokasi studi di Kalimantan 
dan Sumatera. Dengan kerja sama ini, 
diharapkan dapat membantu memenuhi 
kebutuhan gas bumi di sektor industri 
dan rumah tangga, serta memperluas 
pengembangan jaringan gas bumi yang 
dimiliki perusahaan. 

Osaka Gas menegaskan bahwa kerja 
sama ini sejalan dengan Daigas Group Car-
bon Neutral Vision (CNV) yang diluncur-
kan pada Januari 2021 lalu yang bertujuan 
untuk mencapai carbon-netral pada tahun 
2050. Di bawah CNV, Osaka Gas akan 
terus mengembangkan teknologi dan la-
yanan yang berkontribusi pada pemecahan 
masalah sosial seperti perubahan iklim. 

Daigas Group akan berkontribusi 
dalam kerja sama ini melalui teknologi 
produksi bio-metana dari biogas, in-
jeksi pipa bio-metana, dan pengetahuan 
tentang pemasaran gas bumi. Tujuan-
nya untuk memperluas penggunaan 
bio-metana di Indonesia dan sekaligus 
mengurangi emisi CO2 baik di Indone-
sia maupun Jepang. (es)

Antara

PEKANBARU – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau berkapasitas 275 megawatt (MW) yang berlokasi 
di Kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru, Riau, akan memperkuat keandalan pasokan listrik di sistem Sumatera, khususnya 
sub-sistem Riau. Pembangkit ini sekaligus mendorong biaya pokok penyediaan (BPP) listrik lebih murah dan lebih bersih.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Mei 2022, berada di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD 
Lot 9, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut 
“Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 14.38 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi  yang hadir pada saat RUPST
RUPST hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direksi :
- Direktur Utama              : Tuan MUHAMMAD RAMDANI BASRI
- Direktur : Tuan OMAR DANNI HASAN
- Direktur : Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN
- Direktur : Tuan AMADEO NAVALTA BEJEC
- Direktur : Tuan FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS

RUPST dihadiri secara virtual online oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan JOSE MA. KAMANTIGUE LIM
- Komisaris : Tuan RODRIGO EMMANUEL FRANCO
- Komisaris Independen : Tuan Letnan Jenderal (Purn) JOHNY J. LUMINTANG
- Komisaris : Tuan FARID HARIANTO

B. Mata Acara RUPST
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun 

Buku 2021;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk 

Tahun 2022;
5. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan wajib 
memiliki Nomor Induk Berusaha (”NIB”) yang menggunakan Standar Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (”KBLI 2020”); dan

6. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

C.  Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
	 Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15/2020, bahwa RUPST dapat 

dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

	 Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kelima RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 15.058.109.908 (lima belas miliar lima puluh delapan juta 
seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan) saham atau sebesar 86,91% (delapan puluh enam koma sembilan satu persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima 
juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 
diselenggarakannya RUPST, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi dengan 
Treasury Stock yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham.
-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk 
keseluruhan Mata Acara RUPST.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun secara 
elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata 
acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka 
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. 

F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara 
Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini 
sangat erat hubungan dan kaitannya.

G. Keputusan RUPST
Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST 

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada 
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Mata Acara Pertama
RUPST disetujui dengan suara terbanyak

Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan 
juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Tidak ada.
Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma 
nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung 
dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST -	 Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk 
laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: “laporan 
keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara 
Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; dan

-	 Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021 sepanjang 
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Kedua
RUPST disetujui dengan suara terbanyak

Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan 
juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Tidak ada.
Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma 
nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung 
dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST -	 Menyetujui penggunaan akumulasi laba hingga akhir tahun 2021 Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar 
Rp5.989.245.890 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan 
puluh  Rupiah), yang terdiri dari laba bersih sebesar Rp59.892.459 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu 
empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan saldo laba sebesar Rp520.774.232.185 (lima ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh 
puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah). sebagai berikut:
-	 sebesar Rp59.892.459 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan 

Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
-	 sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat 

digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa 
depan; dan

-	 untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan 
membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak Sebanyak 15.058.108.508 (lima belas miliar lima puluh delapan 

juta seratus delapan ribu lima ratus delapan) saham atau 
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Tidak ada.
Sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham atau 0,000% 
(nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan 
dihitung dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan 
pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan menetapkan 
besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena 
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor 
Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan 

juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Tidak ada.
Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma 
nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung 
dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh 
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota 
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan 

juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Tidak ada.
Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma 
nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung 
dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Kelima RUPST 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (”NIB”) yang 
menggunakan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (”KBLI 2020”).

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan 
Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan 
perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau 
menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap 
perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang 
berwenang.

Mata Acara Keenam RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan 

juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Tidak ada.
Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma 
nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung 
dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Keenam RUPST 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Farid Harianto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan 
dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepadanya atas segala tindakan (kepengurusan/pengawasan) selama menjabat 
dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan 
meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
-Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI :
- Direktur Utama : Tuan MUHAMMAD RAMDANI BASRI
- Direktur : Tuan OMAR DANNI HASAN
- Direktur : Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN
- Direktur : Tuan DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA
- Direktur : Tuan AMADEO NAVALTA BEJEC
- Direktur : Tuan CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO
- Direktur : Tuan FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS

DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Utama : Tuan JOSE MA. KAMANTIGUE LIM
- Komisaris Independen : Tuan LETNAN JENDERAL TNI (Purn)  JOHNY J. LUMINTANG
- Komisaris Independen : Tuan FARID HARIANTO
- Komisaris : Tuan RODRIGO EMMANUEL FRANCO

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan 
Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan 
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan 
pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 
instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.54 WIB.
Jakarta, 13 Mei 2022

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk. 
DIREKSI

“

Pengelolaan 
Sampah untuk 
Pembangkit
Petugas mengendarai 
motor untuk membuang 
sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) 
Putri Cempo, Mojosongo, 
Solo, Jawa Tengah, Kamis 
(12/5/2022). Pemerintah 
Kota Solo membuka 
peluang kerja sama 
pengelolaan sampah 
dengan wilayah Soloraya 
dan daerah lainnya 
termasuk D.I.Yogyakarta, 
menyusul akan 
beroperasinya PLTSa Putri 
Cempo pada akhir tahun 
2022 yang membutuhkan 
bahan baku sampah 
untuk pembangkit       
listrik tersebut.


